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PENDAHULUAN 

Scbagai suatu negarn hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bah\�a 

hubungan a1au p.:rgaulan antar masyarakat mempunyai balasan-batasan }ang 

mcnjamin hak-hak pribadi namun komunal. lni merupakan justifikasi dari prinsip 

Rule of low )'ang menjadi salah satu ciri dari negara hukum. 

Pcrgaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan 

hukum dcngan maksud untuk mengadakan perbubungan hukum se;;amanya. 

Perhubungnn hukum yang bcrjalan sebagai akibat hukum 1ersebut, clisamping 

dia1ur dalam pcraturnn perundang-undangan, sebagian lagi ditentukru1 ntau 

dibcntuk ntas pcrjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan. 

Hukum scbagai suolu pola dalam proses pembangunan harus mampu 

mcmainkan pcranan yang terdcpan karena kualitas hukum tersebut mendorong 

scseorang un1uk bertindak sccara sadar sesuai dengan ke1en1uan hukum dan 

�cseorang ilu akan mcrasa puas karena tindakannya iru turut mcmpertabankan dan 

mcmbina keteniban sosial deogan kesadaran bukumnya.1 

Dengan pesatnya penumbuhan sosial kemasyarakatan, huk'UJll lernyata 

mendapatkan bcntuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam 

se1iap hubungan hukum yang diadakan. 

Saiu dnri bcrancka ragammya bukum yang timbul pada kehidupan 

masyaral..at adalah masalah perjanjian yang Jebih dikenal dengun nama 

·•Pcrjnnjian Pcngakuan" yang bcgitu sangat bcrkembang dewasa ni di Indonesia. 

khususnya pcngangku1an udara mclalui penerbangan. 

1 Bnsrnh Amersuh, C1p1u Sele4ta Fil.rafar flukum. Fakultas Hukum U11ivcrsit<1s Sumarcrn 
Uwra, Medan. 1986, hal. 34. UNIVERSITAS MEDAN AREA



?crjanjian pcngangkutan udara odalab suaru samna yang secaro tidak 

langsung :;angat mempengaruhi serta sangal bcrperan dalam pcningkatan 

p.:mbangunan perekonomian masyarakat. 

Saal ini bentuk usaha dnri suatu perjanjian pcngangkutan udara khu;usnya 

pengangl.utan barang melalui penerbangan belum mempun)ai perundang

undangan yang mcngaturnya. Kc1en1uan yang mengatur masalah ini masih dalam 

benruk surat-surat kcpurusan dan peratumn-peraturan Jainnya. Namun hak ini 

tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan udara itu 

scndiri. Pcrjanjian pe11gangkutan udara tidak dikenal dalam kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. tctapi meagigat usaha pengangkutan ini merupakan sua1u 

perjanjian, bcrani tidak terlepas dari Buku n I KUHPcrdata yaitu tcntang syarat

syarat yang diperlukan unruk sahnya suatu pcrjanjian. Pasal 1320 unruk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat. yaitu : 

I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakopan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Namun menurut Undang-undang Nomor I Tahun 2009 perusahaan 

pcnerbangan waji b mcngasuransi kan tanggung jawabnya terhadap meni nggnlnya 

penumpang, hal atau rusaknya bagasi. kargo dan kelambatan. Besamya asuransi 

minimum sejurnlah kompensasi yang ditetapkan olch Menteri Pcrhubungan. Di 

samping mengatur tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kerugian 

pcnumpang. bagasi. knrto dan keterlambatan. Undang-undang Nomor J fahun 

2009 juga m.:ngarur tJnggungjawab terhadap pihak kc11ga 
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Sctiap orang yang mcngoperasikan pe:klwat udara benanggung ajwab 

terhadap kerugian yang didcrita pihak ketiga yang diakibatkan olch pcngopcrasian 

pesawal udara, 1-ecelakaan pesawat udara alau jatuhnya benda·bcnda lain dari 

pesawat udara yang dioperasikan. Ketentuan lebih lanjut mengcnai perbitungan 

bcsaran ganti kerugian. persyaratan don Ulla cara untuk mcmperoleb ganti 

kerugian diatur dcngan Peraruran Mentcn Perhubungan. Berdasarkan pasal 464 

Junto 465 Undang-undang Nomor I l'uhun 2009. maka bcrlaku Peraturan 

Pcmerimah Nomor 40 Tahun 1992 beserui peraturan pelaksanaannya. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 fahun 2009 memang lidak mcngatur 

besaran jumlah gami rugi. tetapi pengaturan tersebut diserahkan kepada Mentcri 

Perhubungan dengan maksud agar lcbh elastis dapa1 disesuakan dengan cepat, 

namun demikian diatur kriteria dan evaluasi besaran ganti rugi deogan 

penimbangru1 tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia, kelangsungan ltidup 

perusahaan penerbangan, tingkat inilusi kumulati f dan perkiraan usia harapan 

ltidup. Berdasarkan kritcria tcrsebut dapat dilakukan perubahan besaran ganti rugi 

sctclah mempertimbangkan saran dan masukan dari mcnteri yang membidangi 

urusan kcuangan. 

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo 

dan/atau ahli waris penumpang yang mcninggal dapa1 mengajukan gugatan ke 

pcrusahaan penerbangan di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan 

menggunakan hukum lndonesia. Hak untuk menggugat kerugian yang diderita 

oleh penumpang atau pengirim kepada perusahaan penerbangan dinyatakan 

kadaluarsa dalam jang.ka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal seharusnya 

kargo dan batasi 1erscbu1 tiba di tempat tu1uan. 
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Sepeni halnya perjanJian pada umumnya, se1iap perjanjian sering seka.h 

terjadi hrunbatan-bambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita 

kenal dengnn istilah ··\Vanprcst11si" dan ··resiko" yang selanjuLnya akan dibahas 

dalam sl..ripsi ini. 

Masalah pcrjanjian pengangku1an khususnya masalah pcngangkutan udara 

mclalui penerbangan. berpindahnya suntu brang ke tempat yang saru ke tempat 

yang Inn di dalam ha! penyediaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu 

daerah ndalah sangat menunjang sekali pembanJ,'llllan nasional. 

Dapar kira bayangkan suatu masyarakar pacfu sWJtu daerab yang tidak 

mempunyai pengangkutan atau tidak dapat dicapai oleh pengangkutan make 

rakya1 pada daerah itu tentu akan kcsulitan sekali di dalam permasalahan 

penyediaan sarana dan prasarana kchidupannya. Selain itu dapat kita lihat pula 

akan matin)'a suaru perekonomran mas)'arakat tanpa odanya pengangkutan. 

Dengan bol tersc:but maka masalah pengangkutan sena penuangan akan masalah 

pcrjaojiao pengangkutan udara dengan pcncrbangan itu dalam suaru peraturan 

sangat diperlukan sekali. 

A. Penegasan dan Pengertian Judul 

Judul adalah sangat pcnting keberadaannya dalam suatu karya ilmiaha 

tem1asuk halnyn dengan skripsi. 

Tanpa adanya judul make syarat scbuah tulisan dan ru-ah tulisan itu tcntu 

tidak dapat dibuat clan dimengerti. rulisan Lentang judul adalah sangat mutlak 

keberadaannya karena dengan judul maka pada pihak yang terkait di dalrun suatu 

karya ilmiah akan dapat mengerti sccara sepimas tentang isi pembal1asan. 
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Judul dari skri�1 penulis ini adalah PERJANJIAN P£NGIRl1�1AN 

BARA!'t'G JIEIALU/ PENGAi1,GKUTAN UDARA DAUM TINJAUAN 

HUKUftf PERJJATA (St11di Kasus Penerba11ga11 ftferpati NllSalllara Airlines 

(MNA) ftledan). 

Selanjutnya agar 1idak memberikan penafsiran yang bcrbcda kepada 

berabgai pihak yang 1erkai1 perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang 

ilimaksud judul di atas ya11u : 

I. Perjanj ian Melalui Penerbangan, adalah sebuah beotuk dan perjanjian yang 

diantara kedua belah pihak yang masing-masiog adalah pihak yang 

mempunyai angkutan dan satu pihak lagi adalal1 pihak yang diangkut 

barangnya dengan mcoggunokon penerbangan. 

Perjanjian (verbi11tem1is) mengandung arti suatu hubungan hukum kekayaan 

bana benda antara 2 (dua) orang atau Jebih yang membcri kckuatan hak 

kepada satu pihak untuk memperoleh prestaSi dan sekaligus mewajibkan padn 

pihak lain untuk menunaikan prcstasi. 2 

Pengangkutan, adalah perpindahan tempat baik mengeoai bcnda-bcnda 

1J13Upun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk 

mencapai dan meninggikan manlaat dan efisieosi.3 

" Dal:un tinjauao 1 lukum Perdata adalah suatu jenis dan bcntuk hukum akan 

mengarur tentang Perjanjian scna Pengangkutan yang terjadi di Indonesia. 

: \I Yahya Harnhap. Sqkl'�gl llukum Pl!rjanj/an Penerbi1 Alumni Bandung. 2001 hal. 

1 �utioo Usman Adj1, Djoko Pmkoso, Hnri Pannono. H11kt1m l'cngtmgk111an dl /11dont>.<ia. 
Plou"'-...il::>,;,"1 Rineka Cipia. Ja�nn:i, 1990, hal. I. 
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